GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA \\g\\

\\.«
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, :\

/

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Da,éfah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun( 12024  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangka‘t}'f)aerah terdapat
beberapa Perangkat Daerah yan mgngalaml perubahan
struktur dan beban kerja se\l\ngga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan,Glibernur Kalimantan Tengah
Nomor 37 Tahun 2022 {tgﬁ\félng Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi d%nf'l“ata Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlumienetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua.\ tas Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 3%ﬂ"ahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tngaé Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

N\

1. Pasal 18\“>ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indom%s‘la Tahun 1945;

2. Lkszang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

{Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

QK"Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

N

Qv

Y,

A

\/

Q><\

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6870);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 geiQtang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Ta@ 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar%m Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,»/ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor(6477)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 T .~ 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusah@/ Berbasis  Risiko
(Lembaran Negara Republik Indones’g\Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Repuﬁ\l‘k Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Menteri Pendaya@h’aan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nor%a&' 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil éB\srﬁta Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 834)

10. Peraturan Mentxem Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi B.u‘o’kra& Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhamaan Struktur  Organisasi pada Instansi
Pemerm{c&‘h untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Repuﬁb@’{ Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. P&ra‘turan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun
“'Q024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
QK (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
L\° Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

fi\ Tengah Nomor 115);

\?s.
Q)\

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
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Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor
37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71
(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pela sanaan
Pembangunan Daerah mempunyai tugas me]aksanakan
penyiapan bahan pengoordinasian perumu ’kebljakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan t{igas Perangkat
Daerah, pemantauan dan eva}u%l pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penge%han administrasi
pelaksanaan pembangunan ergh bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Be]@{lja Daerah

(2) Dalam melaksanakan tu&a\s,,sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Peng lian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah\rnenyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan b@}l‘an pengoordinasian  perumusan
kebijakan d@}ah di bidang pengendalian administrasi
pelaksanddn pembangunan daerah bersumber pada
Anggarén Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. penyfé‘tpan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Pegéngkat Daerah di bidang  pengendalian

Qdm1n1stras1 pelaksanaan pembangunan daerah

\ bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

\(“:}i” - Daerah;

m:\ c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

Q © pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.
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Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

(2)

Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pela aan
kebijakan daerah di bidang pengendalian ad,rglglistrasi
pelaksanaan pembangunan yang bersu;iszbe} dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*{}‘"’ ’

Dalam melaksanakan tugas sebagain;a{ﬁfa dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pengendalian Admji@ss’trasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah menyele géé:ffakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoo dinasian perumusan
kebijakan daerah di bid@@“@engendahan administrasi
pelaksanaan pembanﬁ&ﬁan wilayah yang bersumber
pada Anggaran Pe : patan dan Belanja Negara;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat @erah di bidang  pengendalian
administre s?pelaksanaan pembangunan wilayah yang
bersumhef pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negaray

C. pemi‘épan bahan pemantauan dan  evaluasi

aksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian

‘ \\,\tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan

) faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan

kebijakan di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.
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3. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah /wilayah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan, mencakup
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data,
penyusunan laporan, dan penyajian data.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembaggunan
menyelenggarakan fungsi: A ~\

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumg@ﬁ kebljakan
daerah di bidang analisis capaian kme@é‘ pembangunan
daerah, pelaporan pelaksanaan p angunan daerah
dan pembangunan Wilayahfo\fv dan kebijakan
pembangunan daerah;

b. penyiapan bahan pengoordi.@%sian pelaksanaan tugas
perangkat daerah/wilay 1{ i bidang analisis capaian
kinerja pembangunaniwti;lerah pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah\dan pembangunan wilayah, dan
kebijakan pembangy‘han daerah;

c. penyiapan bah@})emantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dgkf'z}ah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak j}‘a«ng tidak diinginkan, dan faktor yang
memeng’é}uhl pencapaian tujuan kebijakan di bidang
anah@s capaian kinerja pembangunan daerah,
p&éﬁ)oran pelaksanaan pembangunan daerah dan

\q’g\embangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan

X }"daerah dan
SO d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Q&'/ Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan

AN\ tugasnya.
fi\\
‘?\ (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
, {\{“, ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan  dibantu oleh  Kelompok  Jabatan
Fungsional.

\%
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4. Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 223

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi
dan melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan
penanganan korban bencana alam dan sosial.

Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi  sébagai
berikut: \\\;}
Pasal 224 i ‘j}f}‘,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di‘{fmgksud dalam

pasal 223, Dinas Sosial menyelenggarakag{f@agsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan '@Qﬁﬁdang rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jamin n sosial, pemberdayaan
sosial, dan penanganan korban be cana alam dan sosial;

b. penyiapan pelaksanaan kep@lj\islt'an di bidang rehabilitasi
sosial, perlindungan dan\’tﬁﬁlinan sosial, pemberdayaan
sosial, dan penangana kétban bencana alam dan sosial;

c. penyiapan pemberiam bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilit s\f:)sosial, perlindungan dan jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan korban

I N _
bencana alang“dan sosial;

d. pemantag/%ﬁ}, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan*rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan
sosia{?} pemberdayaan sosial dan penanganan korban

;ﬁ‘fana alam dan sosial; dan

e. ksanaan urusan administrasi dinas sosial.
N
&
C}Ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf f dihapus, ditambah huruf

I, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225
(1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri atas;
1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan dan Aset,
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Bidang Rehabilitasi Sosial;
Bidang Pemberdayaan Sosial;
Dihapus;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Unit Pelaksana Teknis.
Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.

PR T O Q0



